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Abstrak 

Latar belakang penelitian didasari adanya  perhatian yang mendalam terkait perkembangan keterbukaan 

informasi publik di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Komisi Informasi . Bagaimana Optimalisasi 

pelaksanaan dan Peranan dari  Komisi Informasi Jawa Timur menjadi tujuan utama  dan focus dari penelitian. 

Design Penelitian  dilakukan dengan Metode  Kualitatif melalui  pendekatan yang  bersifat desktriptif,agar 

mendapatkan gambaran yang nyata dan sebenarnya terhadap situasi yang ada. Observasi yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan lapangan yang disertai wawancara  pada  6  orang informan yang dianggap mengetahui 

permasalahan terkait topik yang diangkat. Untuk menjawab masalah penelitian dilakukan pendekatan dengan  

teori peranan, selain itu interpretasi hasil  penelitian  dianalisa dengan 4 tahapan berdasarkan model  miles and 

Huberman sehingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian yang dimulai May 2025 hingga Juli  2025  

menunjukan hasil  bahwa analisis interpretasi yang dilakukan peneliti melalui  3 (empat) pendekatan indikator 

pengukuran yaitu: Dimensi Regulatory, Dimensi Enabling, Dimensi Direct Provision Good  and Services 

menunjukan adanya efektifitas yang baik dalam ketercapaian atau kesesuaian yang mendekati harapan sesuai 

amanah undang undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Selain itu hal yang penting 

adalah  pada tahun 2024 diadakan Focus Group Discussion (FGD) yang menghasilkan 19 Rekomendasi bagi 

Komisi Informasi Jawa Timur untuk meningkatkan  pengelolaan Keterbukaan Informasi yang berkelanjutan dan 

terarah. 

kata kunci - Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi Jawa Timur,Undang Undang No.14 tahun 2008  

 

Abstract 

The background of the research is based on a deep concern related to the development of public information 

disclosure in the East Java Province area managed by the Information Commission. How to optimize the 

implementation and role of the East Java Information Commission is the main goal and focus of the research. 

Research Design is carried out with a Qualitative Method through a descriptive approach, in order to get a real 

and actual picture of the existing situation. The observation was carried out by conducting field observations 

accompanied by interviews with 6 informants who were considered to know the problems related to the topic 

raised. To answer the research problem, an approach was taken with role theory, in addition to the interpretation 

of the research results was analyzed in 4 stages based on the miles and Huberman model so that conclusions could 

be drawn. The research which began in May 2025 to July 2025 showed the results that the interpretation analysis 

carried out by the researcher through 3 (four) measurement indicator approaches, namely: Regulatory Dimension, 

Enabling Dimension, Direct Provision Good and Services Dimension showed good effectiveness in achievement 

or conformity that was close to expectations according to the mandate of Law No. 14 of 2008 concerning Public 
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Information Disclosure. In addition, the important thing is that in 2024 a Focus Group Discussion (FGD) will 

be held which produces 19 Recommendations for the East Java Information Commission to improve the sustainable 

and targeted management of Information Disclosure.  
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PENDAHULUAN  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah regulasi 

yang diciptakan oleh pemerintah dengan harapan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat maksimal 

menggunakan haknya dalam mengakses informasi publik. Transparansi informasi publik merupakan 

cerminan dari pengembangan individu dan hak sosial dalam konteks kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Regulasi ini, yang disahkan pada April 2008, muncul ketika Indonesia sedang menghadapi 

berbagai tantangan setelah sepuluh tahun reformasi besar yang mengubah keadaan negara, khususnya 

dalam aspek kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.  

Undang-Undang ini disusun di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

(SBY), yang berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik baik di dalam negeri maupun di 

mata dunia terhadap nilai-nilai demokrasi yang tumbuh sejak reformasi 1998. Dengan adanya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemerintah SBY berusaha menciptakan era keterbukaan informasi agar 

demokrasi bisa berkembang dengan baik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak warga negara 

Indonesia dalam mengetahui rencana kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program 

pemerintah, dan proses pembentukan kebijakannya, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.  

Keterbukaan informasi semakin dirasakan sebagai kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, 

terutama saat ini di era keterbukaan dan modernisasi yang menjadi tren global. Kebutuhan ini sangat 

berhubungan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa (Komisi Informasi, 2024). Dengan adanya 

keterbukaan informasi, hak rakyat untuk mendapatkan informasi menjadi terjamin, berfungsi sebagai 

modal untuk pengembangan pribadi dan sosial. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa 

adanya kebutuhan akan transparansi informasi adalah hak dasar, yakni hak atas informasi, yang 

merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ini terkait dengan pemenuhan hak asasi lainnya seperti 

pendidikan, hak hidup, dan hak atas kesehatan yang layak.  i 

Sebagai langkah nyata dalam pelaksanaan undang-undang ini, dibentuklah Komisi Informasi 

(KI) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang mengenai keterbukaan informasi 

dan peraturan pendukungnya. KI juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa 

informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi. 

Berikut  adalah indeks keterbukaan informasi secara nasional  sejak tahun 2020 hingga tahun 

2024, sebagaimana tabel dibawah:  

Tabel.1 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Secara Nasional  

Tahun 2020 - 2024 

No Tahun 
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 

Nasional 
Kategori 

1 2024 75,65 Sedang  

2 2023 75,40 Sedang  
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3 2022 74,43 Sedang  

4 2021 71,38 Sedang  

5 2020 Baru disusun Metodologi Pengukuran Indeks  

            Sumber :Data Peneliti,2025 

 

Dari tabel diatas, peneliti melihat bahwa sejak tahun 2021, indeks keterbukaan publik secara 

nasional masih pada kategori “Sedang”, hal ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan keterbukaan 

informasi publik secara ideal sebagaimana amanah undang undang No.14 tahun 2008 membutuhkan 

kerja keras (effort) yang cukup besar. Jika secara Nasional,  indeks keterbukaan informasi publik 

cenderung pada kategori “Sedang”, bagaimana dengan daerah/provinsi  lainnya.  

Peneliti yang berlokasi di Kota Surabaya, merasa tertarik untuk melihat bagaimana kondisi 

pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang Undang No.14 tahun 2008 yang 

dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Secara Umum gambaran Pelaksanaan 

Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi Tugas Pokok Fungsi dan  Tanggung Jawab  (TUPOKSITA) 

Komisi Informasi (KI) (Nihlatul Solehah, 2019) Provinsi Jawa Timur  adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 - 2024 

No Tahun Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

(IKIP) 

Jawa Timur 

Kategori 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik (IKIP) 

Jawa Timur 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik (IKIP) 

Nasional 

Kategori 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik (IKIP) 

Nasional 

1 2024 83,88 Baik  75,65 Sedang  

2 2023 73,89 Sedang 75,40 Sedang  

3 2022 73,83 Sedang 74,43 Sedang  

4 2021 66,82 Sedang 71,38 Sedang  

           Sumber :Data Peneliti,2025 

 

Dari kepingan informasi tersebut, kita bisa memahami bahwa pengelolaan keterbukaan 

informasi di Jawa Timur menunjukkan kemajuan yang cukup baik setiap tahunnya. Semua pihak 

memberikan dukungan kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur untuk mencapai hasil yang 

memuaskan, tanpa mengganggu independensi, ini penting dalam pelaksanaan tugas. Sebagaimana 

yang sudah diketahui, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur adalah lembaga yang berdiri sendiri 

dan memiliki tugas untuk menjalankan UU KIP serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang 

muncul antara pemohon informasi dan badan publik. (Komisi Informasi Pusat, 2021) 

Faktor kemandirian dalam menjalankan tugasnya, mengharuskan Komisi Informasi Provinsi 

Jawa Timur untuk bersikap independen, transparan, dan akuntabel saat melaksanakan tanggung 

jawabnya (KEMENPAN-RB, 2020). Untuk memenuhi kebutuhan lembaga, baik dalam aspek sumber 

daya manusia maupun anggaran, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur perlu menjalin komunikasi 

yang aktif dengan organisasi perangkat daerah lainnya agar dapat memberikan pelayanan publik yang 

baik sesuai dengan konsep CETTAR (Dharmawan et al., 2025), yang diusulkan oleh Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Timur. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak bisa bertindak sendiri dalam 

menjalankan amanah undang-undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka harus memaksimalkan 

sumber daya manusia yang tersedia, sehingga dapat menggunakan pendekatan yang terukur untuk 

memenuhi kebutuhan lembaga tanpa mengorbankan independensi kinerja Komisi Informasi i(Rasul,  

i2016) 

iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa iTimur iharus  imenunjukkan  iperannya  i isebagai ilembaga  ipublik 
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i(Dharmawan,  i2022) iyang  iditugaskan  iuntuk  imenangani  ilayanan  ipublik  i(Dharmawan  i& i,  iRukin,  i2025). 

iMeskipun  idianggap  isepele  ioleh ibeberapa  iorang, iperan iini  imemberikan  idampak  ibesar ipada 

iperkembangan  idemokrasi  idi iJawa iTimur  idan ijuga  idi itingkat  inasional.  iTugas  iKomisi  iInformasi  iProvinsi 

iJawa iTimur  itidak ihanya  imencakup  ipemantauan  iatau iMonitoring  idan iEvaluasi i(MONEV) iterhadap 

ipelaksanaan  iketerbukaan  iinformasi  ipublik  iyang  idilakukan  ioleh iPejabat iPengelola  iInformasi  idan 

iDokumentasi  i(PPID)  idi isetiap  iorganisasi ipublik,  itetapi ijuga  imenyelesaikan isengketa  iinformasi  imelalui 

iproses  iAjudikasi  iNon  iLitigasi,  idengan  ijumlah  iseperti  iyang  itertera idalam  itabel  idi ibawah:  i 

Tabel i3. 

Data  i iJumlah  iSengketa  iKasus  iyang  iditangani  ioleh iKomisi  iInformasi   

i(KI) i iProvinsi  iJawa iTimur  i idari  itahun  i2010 i-  i2024 

No Tahun 
Jumlah iSengketa  i iyang 

iditangani iKI iJawa iTimur i 

1 2024 80 

2 2023 63 

3 2022 85 

4 2021 74 

5 2020 127 

6 2019 186 

7 2018 163 

8 2017 146 

9 2016 138 

10 2015 153 

11 2014 161 

12 2012 282 

13 2013 161 

14 2011 175 

15 2010 21 
 i i 

 

Tabel i4. 

Jumlah  i iSubyek iSengketa  iPemohon  iyang  iditangani  iolehKomisi  iInformasi  i i(KI)  

iProvinsi  iJawa iTimur  i idari itahun  i2010 i-  i2024 

i i i i i i i i i i i i iNo Subyek iPemohon 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Perorangan  i 62 46 51 40 39 

2 Kelompok/Perkumpulan  i 2 0 1 6 11 

3 Badan  iHukum 63 28 33 17 30 

Jumlah iTotal i 127 74 85 63 80 

 i i i i i i i i i i i iSumber: iData iPeneliti,2025 
 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Tabel i5. 

Jumlah  iBadan iPublik  iTermohon  iyang  iditangani  ioleh 

Komisi  iInformasi  i(KI) iProvinsi  iJawa iTimur  i idari itahun  i2020 i- i2024 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i 

iNo Subyek iPemohon 2020 2021 2022 2023 2024 

1 OPD  iProv/Kab/Kota  i 54 40 47 19 19 

2 Pemdes/Kel/Kec  i 37 17 24 25 33 

3 BUMN/BUMD 3 2 4 1 1 

4 Instansi  iVertkal iLain 33 15 10 18 27 

Jumlah iTotal i 127 74 85 63 80 
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 iDari isajian  itabel  iTabel  i1.4 idan i1.5 idapat  idilihat ibahwa  isejak  idari itahun  i2020  ihingga  i2024 

ipelaksanaan  iKeterbukaan  iInformasi iPublik  idi iprovinsi  iJawa iTimur  imenunjukan  ikecenderungan 

ipenurunan  i ijumlah  ikasus  ipermohonan  iinformasi  iPublik.  iDari i itahun  iketahun  i inya ijumlah  ibadan 

i/organisasi  ipublik i iyang  ibersengketa  idalam ipermohonan  iKeterbukaan  iInformasi  ipublik  icenderung 

iturun  i, isehingga  ibisa idikatakan  i ibahwa  ipenyampaian i iinformasi  ipublik  iyang  idikelola  ioleh iPPID  i(Pejabat 

iPengelola  iDokumentasi  idan iInformasi  i) i i idianggap ibisa  idiserap  idan idifahami ioleh imasyarakat isebagai 

ipenerima  iinformasi.  iSejauh imana iupaya iyang idilakukan  ioleh iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa iTimur 

idalam ipelaksanaan  iUU iNo.14 itahun  i2008  iakan idiuraikan  idalam ipembahasan idalam  ipenelitian  iini. 

 
 i i i i i i i i i i i i i i 

TINJAUAN iPUSTAKA 

Informasi iPublik i 

 i i i i i i i i iData  iyang  idihasilkan,  idisimpan,  idikelola,  idikirim,  iatau  iditerima  ioleh iinstansi  ipublik  iyang 

iterkait  idengan  ipelaksanaan  itugas  inegara  idan/atau  ilembaga  ipublik  ilainnya  isesuai  idengan  ihukum  iini  

idisebut  isebagai iInformasi iPublik.  iSelain  iitu, iinformasi  ilain iyang  ipenting  ibagi  imasyarakat ijuga 

itermasuk.  iSetiap  iWarga  iNegara iIndonesia  iberhak  iuntuk  imendapatkan  iinformasi  iyang  idisampaikan 

ioleh iOrganisasi iatau iLembaga iPublik ikepada  ipublik  idengan icara iyang itepat idan idapat idipercaya.  

i(Lendong,  i2021) 

Komisi iInformasi i 

 i i i i i i i i iKomisi  iInformasi imerupakan  ilembaga  iindependen  iyang  itugasnya  imenjalankan  iUndang-

Undang  iserta iperaturan iyang  imenyertainya.  iTugas iini  imeliputi  ipenetapan  ipedoman  iteknis  iyang 

iberhubungan  idengan istandar ilayanan iinformasi ipublik  iserta imenyelesaikan  imasalah  iterkait iinformasi 

ipublik  imelalui  imediasi  idan/atau  iproses  inonlitigasi  ilainnya.  iSesuai  idengan  iUndang  iUndang  iNo. i14 

itahun  i2008, ikeberadaan  iKomisi  iInformasi  iada  idi itingkat  ipusat idan iprovinsi,  idan ijika  idiperlukan,  ihingga 

itingkat  ikabupaten  iatau  ikota.(Teka, i2023) 

Ajudikasi iNon iLitigasi  iAjudikasi iNon iLitigasi  i 

 i i i i i i i iAdalah imetode iuntuk imenyelesaikan  ikonflik  imengenai  iinformasi ipublik iyang  imelibatkan 

ipihak-pihak  idan idiatur  ioleh  iKomisi  iInformasi  idi iluar  ijalur  ipengadilan.  iDi itingkat  iPusat,  iProvinsi,  iKota, 

iatau iKabupaten,  iKomisi  iInformasi  imemiliki  iwewenang  iuntuk  imenyelesaikan  isengketa  iinformasi 

ipublik  iyang  iterjadi iantara ipemohon  i(baik  iindividu  imaupun  ibadan ihukum)  idan itermohon  i(Organisasi 

iatau  iBadan iPublik)  imelalui  imekanisme  iyang  isudah iditetapkan.  iApabila  icara  iini  itidak  iberhasil, 

ipemohon  idapat imelakukan  ibanding  ike iPengadilan  iNegeri iatau iPengadilan iTata iUsaha iNegara 

i(PTUN).(Paruntu  i& iSilalahi,  i2025) 

 

METODE 
Penelitian  iini  imenggunakan  imetode ikualitatif  idengan  ipendekatan  iyang  ibersifat  ideskriptif 

i(Ismail  iNurdin, i2019) idengan ialasan ibahwa  imetode ikualitatif  ilebih  imenekankan  ipada iperhatian,  iproses 

idan imenggambarkan  irealitas  imasalah  iyang  iada  i(Sugiyono,  i2017).  iPengumpulan  idata  idilapangan  

idilakukan  imelalui iwawancara  isemi iterstruktur  i(N.Fransisca  i& iTungka, i2024) idan ipenelaahan i 

ilaporaran  i iyang  iterkait iKomisi  iInformasi  iserta iobservasi  ilapangan.  iObservasi  ilapangan  idilakukan 

idengan  imelakukan ipengamatan  isecara ilangsung  ikepada i i6 iorang iinforman iyang  iterdiri idari i2 iOrang 

iKomisioner  iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa iTimur  isebagai  iinforman  iKunci  i(  iKey  iInforman  i) i i,  i1  i iOrang 

iStaf  iAdministrasi  iKomisi  iInformasi  iJawa  iTimur, i1  iorang  iSatpam  i iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa 

iTimur,  idan i2 iOrang  iMasyarakat  iJawa  iTimur  i,  ike  i4 iorang  iini  iadalah isebagai  iInforman  itambahan  i( 

iSecondary  iInforman) i i i i i i i i i i i i i i 

iLokasi  ipenelitian  iterletak idi iSekretariat iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa iTimur,  iJl. iBandilan  iNo. 

i2 idan iNo.4, iKedungrejo,  iKecamatan iWaru, iKabupaten iSidoarjo, iJawa  iTimur. iWawancara  idilaksanakan 

isecara isemi iterstruktur  iuntuk  imemperoleh  igambaran  inyata imengenai  isituasi  iyang  iberhubungan 



Awan Dharmawan et al, Optimalisasi Peranan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur 

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license 

      Hal | 1339 

idengan  iobjek  ipenelitian.  iInforman  iyang  iterlibat idalam ipenelitian  iini  idianggap imemiliki  ipengetahuan  

iatas ipermasalahan iyang iada, idi imana ipemilihan  imereka idilakukan  idengan ipendekatan ipurposive  i 

i(Lexy.J.Moleong,  i2018) i 

 i i iWawancara  idilakukan  idalam ibeberapa  isesi iuntuk  imemahami  ikondisi  idan isituasi  iyang  iterjadi 

i(Hardani. iUstiawaty,  i2020) iserta  iuntuk  imemberikan igambaran  irealistis iterhadap imasalah iyang  imenjadi 

ifokus  ipenelitian.  iPengumpulan  idata idan iobservasi idimulai  idari itanggal i4 iJuni  i2025 ihingga i14 iJuli i2025. 

iUntuk  imenjawab  ipermasalahan  ipenelitian,  ipendekatan  iteori  iperanan  idigunakan  i(Anis  iRachma  iUtary,  

i2014) iyang imengaitkan ikesesuaian iantara idata iobservasi  idan ihasil iwawancara  i(M.Nazir,  i2017). iSemua 

idata  ikemudian  idianalisis  imelalui  iempat ilangkah,  iyaitu  ipengumpulan  idata, ireduksi  idata, ipenyajian 

idata, idan ipenarikan  ikesimpulan  iberdasarkan imodel iMiles  idan iHuberman i(Sugiyono,  i2017). iKegiatan 

ipenelitian  iini iberlangsung  idari i25 iMei i2025 ihingga  i27  iJuli  i2025. 

 

PEMBAHASAN i 

Berdasarkan  ihasil  iobservasi  i,  iPengamatan  idan ihasil  iwawancara  imaka  ihasil  ipenelitian  idapat 

idisajikan  isebagai iberikut: 

Regulatory  iRole 

iPada idimensi  iatau iindikator  iini, iberdasarkan iwawancara  idengan  iinforman  ikunci,  iterlihat 

ibahwa  idukungan  iuntuk  iketerbukaan  iinformasi  ipublik  iyang  isesuai  idengan  iUU iNo.  i14  iTahun  i2008 

iditerima ioleh iberbagai ipihak. iPihak-pihak itersebut iantara ilain iadalah iorganisasi  imassa i(ORMAS), 

iDewan iPerwakilan  iRakyat iDaerah  i(DPRD)  iProvinsi  iJawa  iTimur, iPemerintah  iProvinsi  iJawa iTimur, iserta 

ipemangku  ikepentingan iyang  imemiliki  ikepentingan  idalam  iketerbukaan ipublik. iMengacu ipada iPasal i13 

iayat i(1) ihuruf ia iUndang-Undang  iKeterbukaan iInformasi  iPublik,  isetiap ibadan ipublik  idiwajibkan  iuntuk  

imenunjuk  iPejabat  iPengelola  iInformasi idan  iDokumentasi  i(PPID). iDalam ihal iini,  iKomisi  iInformasi 

iProvinsi  iJawa iTimur itelah imengangkat iPPID  imelalui  ikeputusan iresmi. iKeputusan  idari iKomisi  

iInformasi  iProvinsi  iJawa  iTimur  itelah  imengalami  iperubahan  iterakhir  idengan  iKeputusan  iNo.  i01/  iSK/KI-

Prov.  iJatim/V/2020  itertanggal  i8 iMei i2020 itentang  iPengelola  iLayanan  iInformasi  idan iDokumentasi 

i(PLID)  iuntuk  iperiode itahun i2020.  iSumber  iDaya iManusia  i(SDM) idi idalam  iKomisi  iInformasi  imerupakan 

ifaktor iyang  isangat ipenting  idan imerupakan ihal iyang itak iterpisahkan  idari isebuah  iorganisasi,  ibaik iitu 

iinstitusi  imaupun  iperusahaan.  iSecara iumum,  iSumber  iDaya iManusia  iterdiri  idari iindividu-individu 

iyang  ibekerja idalam  isuatu  iorganisasi isebagai iperencana  idan ipelaksana  iuntuk  imencapai itujuan 

iorganisasi  itersebut  i(Siregar,  i2019). iDi isamping  iitu, iterdapat ikebijakan  ilain iyang  iditetapkan  ioleh  iKomisi  

iInformasi  iJatim iyang iberkaitan  idengan  ipelaksanaan iketerbukaan iinformasi idi iJawa  iTimur, ikhususnya  

idalam iaspek iMonitoring  idan iEvaluasi i(MONEV) iketerbukaan iinformasi ipublik iyang imerujuk  ipada 

iperaturan  iKomisi  iInformasi  i(PERKI)  iNo. i1 itahun  i2022. iDalam  idimensi  iini,  ikeberhasilan  idalam 

imencapainya  iditunjukkan  imelalui ikepatuhan  iterhadap  iregulasi iyang iada. iHal iini  iterlihat idengan 

ipengangkatan  iPPID/PLD  idi iKI iJatim  iserta  ipelaksanaan  iMONEV  ioleh  iKI iJatim  ikepada ibadan  ipublik 

iyang  imengikuti  iperaturan  iKomisi  iInformasi  i(PERKI)  iNo.  i1 itahun i2022. 

 

Enabbling  iRole 

iDalam  idimensi  iatau  iindikator  iini,  iberdasarkan  ihasil  iwawancara  idengan  ipara  iinforman,  idapat 

idiartikan ibahwa  iperan isumber  idaya imanusia  isangat  ipenting.  iPengelolaan  iSDM  iperlu  imenjadi  

iperhatian iutama, ibaik idalam ihal iketersediaannya  imaupun  ikompetensi iatau ikemampuannya  i(Ong 

i&amp; iMahazan, i2020). iKetersediaan  iSDM imemang idibutuhkan,  ikarena  idiyakini  iada irasio ikebutuhan 

itertentu  iyang  imenjadi ipedoman  iuntuk  imenyelesaikan  isuatu  itugas  iatau ipekerjaan.  iJumlah  iSDM  isangat 

imempengaruhi  iperhitungan  iefektivitas idan  iefisiensi  ipenyelesaian  itugas,  idan ikesalahan  idalam 

ipenyediaan iSDM ibisa imenyebabkan iketidak iefisienan  iserta iketidak iefektifan  idalam imenyelesaikan 

ipekerjaan.  i 
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iKompetensi  iatau ikemampuan  iSDM ijuga isangat  iesensial  idalam imendukung  ipencapaian  idan 

itujuan  iorganisasi.  iDalam  imenghadapi  iperkembangan  iteknologi  iyang  icepat,  iorganisasi  itidak idapat 

iberdiam  idiri idan iharus  ibergerak, ijika  itidak iakan  itertinggal  izaman. iSaat iini,  itidak imungkin  ibagi  iindividu 

iatau iorganisasi  iuntuk  iberistirahat  idi itengah  ipertumbuhan  idi iberbagai  ibidang.  iKetersediaan  isumber 

idaya imanusia iyang  iberkualitas  isangat idiperlukan.  iDi iera  ilayanan  icepat,  idibutuhkan  ikemampuan 

iuntuk  imengelola  idengan  ibaik  iserta  isecara ikonsisten  iuntuk  imendukung  ipelayanan  iinformasi  ipublik.  i 

Mengacu ipada isurat ikeputusan  idari iKetua iKI iProv  iJatim idengan iNomor i03/SK/KI  iProv. 

iJatim/IV/2021,  istruktur  iorganisasi  iPPID  iKI iProv iJatim  iterdiri  idari: i 

a) iAtasan iPPID iyang imerupakan  iSekretaris  iKI iProv  iJatim  iyang  imenjabat isebagai iPanitera  iex  iofficio, 

isesuai  idengan  iPerKI iNomor  i1 iTahun  i2013 itentang  iprosedur  ipenyelesaian  isengketa  iinformasi 

ipublik;  i 

b) iPPID  iyang  imerupakan  ipejabat  ifungsional  iyang  ibertanggung  ijawab  idalam ipenyimpanan,  

ipendokumentasian,  ipenyediaan,  idan ipelayanan iinformasi  idi iBadan  iPublik  iserta ibertanggung  

ijawab  ilangsung  ikepada iatasan  iPPID;  i 

c) iPetugas  iLayanan iInformasi i&amp;  iDokumentasi  i(PLID),  iyang  imerupakan  istaf iyang  ibertanggung 

ijawab  iuntuk  imenyimpan idokumentasi  iterkait  isengketa  iinformasi,  ianggaran,  idan  ikegiatan 

idokumentasi  ilainnya.  iTugas  iPPID  iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa  iTimur iadalah isebagai  iberikut: i 

• iMengkoordinasikan  idan imengonsolidasikan  ipengumpulan  ibahan iinformasi; i 

• iserta imendokumentasikan  idari iseluruh  ibidang. 

• iMenyusun  iinformasi  ipublik  ike idalam  idaftar;  idan i 

• iMemasukkan  idata  iyang  iberhubungan  idengan  iPPID  ike  idalam  isitus  iweb. i 

 iEfektivitas  ipencapaian  idalam  idimensi  iini  iberkaitan  idengan  iadanya  idukungan  iserta 

ipemberdayaan ibaik idari idalam  imaupun  iluar  iKomisi  iInformasi  iJawa  iTimur  iuntuk  imenjaga 

ikelangsungan  itransparansi iinformasi  idi idaerah  itersebut.  iSelain  iitu, ikerjasama  idalam  ipemberdayaan  

imasyarakat  idengan  iberbagai  ipihak, ibaik  iinternal  imaupun ieksternal,  itermasuk  iPersatuan  iWartawan 

iIndonesia  iJatim, iKetua  iSerikat  iMasyarakat iSiber iIndonesia, iMajelis iUlama iIndonesia, iBaznas  iJatim,  idan 

iKamar  iDagang  iIndonesia  ijuga  isangat  ipenting  i(Komisi  iInformasi  iJatim,  i2025) 

 

Direct iprovision iof igoods iand iservices:  i 

iPada idimensi  iatau  iindikator  iini,  iberdasarkan  iwawancara  idengan  ipara  inarasumber,  idapat 

idipahami  ibahwa  isesuai  idengan iamanat iUndang-Undang  iKeterbukaan  iInformasi iPublik  iPasal  i2,  iyang 

imenjelaskan  ibahwa  isemua  iinformasi  ipublik  iharus ibisa idiakses  idengan  icepat idan itepat  iwaktu,  idengan 

ibiaya iyang irendah  iserta icara  iyang  imudah. iPPID iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa iTimur  imenyediakan 

itiga  icara  ikomunikasi  ibagi  ipengajuan  ipermohonan  iinformasi.  iPengguna  iinformasi  idapat imengajukan 

ipermohonan  imelalui  iemail,  itelepon,  iatau ilangsung  idatang  ike ikantor  iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa 

iTimur.  iWaktu  ilayanan iuntuk  ipetugas iinformasi iadalah idari ipukul  i08.  i00  ihingga  i15. i00 ipada ihari  iSenin  

ihingga  iKamis, isementara  ipada ihari iJumat iberlangsung  idari ijam i07. i30 ihingga  i14. i00. iBerbagai imedia 

isosial  ijuga iaktif idigunakan iuntuk  imenjawab ipertanyaan  imasyarakat,  iseperti iFacebook,  iInstagram,  idan 

iTwitter.  i 

iSitus  iweb iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa iTimur  ipun iaktif  imemberikan iinformasi  iterbuka  iyang 

idapat  idiakses ioleh ipublik.  iTidak  iada ibiaya  iyang  idikenakan  iuntuk  ipengajuan  ipermohonan  iinformasi,  

idan ijika iada ibiaya  iuntuk imemenuhi  ipermintaan idata, imaka ibiaya  itersebut iakan iditanggung  ioleh 

ipemohon  iinformasi.  iMisalnya,  ibiaya iyang  imuncul  iuntuk  imenyalin  idokumen  iterkait ipermohonan  

iinformasi.  iUntuk  imendukung  ipelayanan  iinformasi  ipublik,  iruang  iPPID idilengkapi  idengan  imeja, ikursi, 

itelepon,  ifaksimili,  ilaptop,  idan ilemari  iarsip i(Komisi  iInformasi  iJatim,  i2024) 

iSelain imemberikan iakses iinformasi  ikepada  ipihak-pihak  iyang iingin  iberkonsultasi  iatau ibekerja 

isama  idengan  iKomisi  iInformasi  iJatim, iperan  ipenting  ilain idari iKI iJatim  iadalah idalam ipenyelesaian 
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isengketa  iyang  idilakukan ioleh iKomisi  iInformasi  iJatim.  iSelama itahun  i2024 ipenyelesaian  ikasus  isengketa 

iInformasi  itercatat  isebagai  iberikut  i: 

 

iTabel i6. 

Data Total iPenyelesaian Sengketa iInformasi (PSI) i 

(Sampai iDesember i2024) i i i i i i i i i 

Akumulasi  iPermohonan  iPSI 183 

Belum  idiproses 157 

Sedang idiproses 26 

Putusan  imediasi 13 

Putusan  iajudikasi 96 

Dicabut 26 

Dihentikan 0 

 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iSumber: iData  iPeneliti,2025 
 
 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
 iGambar i1. i 

iSekretariat iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa  iTimur 

 

Pada  itahun  i2024, iKI iJawa  iTimur  imenyelenggarakan  iFocus  iGroup  iDiscussion i i(FGD)  ibersama 

ipara  i ipemangku  ikepentingan  iyang imenghasilkan  i19 irekomendasi,  idi iantaranya  iadalah: i 

1. iMemfasilitasi ipemahaman  imasyarakat iterhadap iregulasi  iKeterbukaan  iInformasi iPublik  idengan 

icara  iyang  ilebih  isederhana.  i 

2. iMenekankan  ipentingnya  iliterasi  ipublik imengenai  ihak imasyarakat  iuntuk  imengakses  iinformasi 

ipublik  isecara iefektif.  i 

3. iMenjamin  ibahwa  imasyarakat  ibenar-benar imemahami  iproses  ipengajuan iinformasi  iserta iprosedur 

ikeberatan  iterhadap ipelayanan  iinformasi.  i 

4. iMemberikan iliterasi itentang  ijenis-jenis  iinformasi ipublik  iyang idapat idiakses i(informasi  iterbuka) 

idan iinformasi  iyang  itidak  idapat  idiakses ioleh ipublik i(yang  idikecualikan).  i 

5. iKeterbukaan  iInformasi  iPublik  iberhubungan  idengan ikebutuhan  imasyarakat,  isehingga  isetiap 

ikebijakan  ipemerintah  iyang  iberdampak  ipada  ipublik  iharus  imendapatkan  ipelayanan  iyang  ioptimal 

iserta imelibatkan ikerja isama  idalam iadvokasi,  isosialisasi,  idan iliterasi imengenai  iKeterbukaan 

iInformasi  iPublik.  i 
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6. iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa iTimur iharus  iterus  imempromosikan  iedukasi, isosialisasi,  idan 

iliterasi itentang  iketerbukaan  iinformasi  ipublik isecara imenyeluruh.  i 

7. iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa  iTimur  iperlu ibekerja  isama  idan iberkolaborasi  idengan  isemua  ipihak, 

itermasuk  iBadan iPublik  idi iJawa iTimur iserta istakeholder  ilainnya,  iuntuk  imeningkatkan  isosialisasi 

idan iliterasi iketerbukaan iinformasi  ipublik.  i 

8. iMemastikan  ibahwa  iPejabat  iPengelola  iInformasi idan iDokumentasi  i(PPID)  idi isemua  itingkat,  idari 

iProvinsi  ihingga  iDesa/Kelurahan,  imemiliki  ifokus ipada isosialisasi  idan iliterasi  imengenai 

iKeterbukaan iInformasi iPublik  isesuai idengan iruang  ilingkup  itugas  imasing-masing.  i 

9. iMendorong  isemua  iBadan iPublik inon-pemerintah iseperti iPartai iPolitik,  iBUMD,  iLSM/NGO, 

iOrmas,  idan ilainnya  iuntuk  imematuhi  iUU iNomor  i14 iTahun i2014 idengan  imembentuk  iPPID.  i 

10. iKampus  idan imahasiswa  imenjadi  isalah  isatu  isasaran ipenting  idalam  isosialisasi  idan iliterasi  itentang 

iketerbukaan  iinformasi ipublik.  i 

11. iSemua iBadan iPublik  iNegara  iserta iBadan iPublik inon-Negara iperlu iterus imeningkatkan  ianggaran 

iuntuk  imemaksimalkan  ipelayanan  iKeterbukaan  iInformasi  iPublik.  i 

12. iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJatim  iperlu imemperkuat ilembaga idengan imemastikan ianggaran iyang 

imemadai; iuntuk  iitu,  idibutuhkan  ipeningkatan  ikoordinasi  idan  ikomunikasi  idengan ipihak-pihak 

iterkait, iterutama  iKominfo  iJatim  idan iKomisi  iA iDPRD iProvinsi  iJatim.  i 

13. iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJawa iTimur iperlu imendorong  ipenetapan iskala iprioritas ianggaran 

iuntuk  imeningkatkan  ipelayanan  iinformasi ipublik  idi iPPID  imasing-masing  iBadan iPublik idi 

iwilayah  iJawa iTimur. i 

14. iSemua iBadan iPublik  idi iJawa  iTimur  iharus  iterus  iberusaha  imeningkatkan  ipengembangan  iSDM  idan 

iinfrastruktur  iyang  iterintegrasi  idengan  iteknologi  iinformasi  iserta  iinovasi  iyang iinklusif.  i 

15. iMenyempurnakan  ikualitas idan ikuantitas  ikerja isama idi iantara iBadan  iPublik idi iJawa iTimur. i 

16. iMenyempurnakan  ikualitas  iinformasi  idalam  iSistem  iSatu  iData iagar  idapat  iterintegrasi  iantar  iBadan 

iPublik.  i 

17. iBersama iakademisi  idan iPPID iutama idari  iProvinsi  iJatim,  imelakukan  ipenelitian  idan ikajian iterkait 

iKeterbukaan iInformasi  iPublik,  iseperti iproses ipenyediaan iinformasi ipublik ioleh iBadan  iPublik, 

iefektivitas imedianya  idalam imenyediakan iserta  imengumumkan  iinformasi  ipublik,  iserta 

iaksesibilitasnya  ibagi  imasyarakat.  i 

18. iKomisi  iInformasi  iProvinsi  iJatim  ipenting  idalam  imenjadi  ipenghubung  iuntuk  imemastikan  ihak 

ipublik  iatas iinformasi  iterpenuhi  iserta  ikewajiban  inegara idilaksanakan  idengan  ibaik.  iPenguatan 

iregulasi  imengenai  iKeterbukaan  iInformasi  iPublik  idi isemua  itingkatan  iBadan iPublik.  i 

19. iMenguatkan  iregulasi itentang  iKeterbukaan  iInformasi iPublik  idi isemua  itingkatan  iBadan iPublik.  i i i i i i i 

 

Dalam  iDimensi  iini  iefektifitas  i iketercapaian iterletak ipada ikegiatan iatau iaktitas ipenyediaan 

ilayanan  iakses  iinformasi  iyang  imenunjang  ikinerja  iTugas  pokok,  iFungsi  idan iTanggung  iJawab  iKomisi  

iInformasi  i(KI) iJawa  iTimur  iyaitu  i ipenyediaan imedia ikomunikasi  iKI iJatim imelalui ie-mail. iCall iPhone, idirect 

ion iThe iSpot i( idengan  iCara  idatang  ilangsung  ike iKI  iJatim)  i iselain  iitu  ipengelolaan  iMedia  isosial  isecara 

ikomprehensif  idi iInstagram,  itwitter idam ifacebook  iuntuk  imerespond  ikeluhan  idan ilaporan  idari 

iMasyarakat iterkait  iPelaksanaan  iKeterbukaan  iInformasi  iPublik  idi iJawa  iTimur  i(Komisi  iInformasi  iJatim, 

i2023) 

 

KESIMPULAN i 

iPengelolaan  iketerbukaan  iinformasi  idi iJawa  iTimur  imenunjukkan  ihasil  ikinerja  iyang  ibaik  isetiap 

itahun.  iDukungan  idari iberbagai  ipihak  ikepada  iKomisi  iInformasi  i(KI)  iProvinsi  iJawa  iTimur  iuntuk 

imencapai ihasil iyang  imemuaskan  isangat ipenting  itanpa imengganggu  iindependensinya  idalam 

ipelaksanaan  itugasnya.  iDiketahui  ibahwa iKomisi  iInformasi  i(KI)  iProvinsi  iJawa iTimur  iadalah  ilembaga 
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iyang  imandiri,  iberfungsi  iuntuk  imelaksanakan iUndang-Undang  iKeterbukaan iInformasi  iPublik  idan 

imenyelesaikan  isengketa  iinformasi  iantara ipemohon  iinformasi  idan ibadan ipublik. i 

 iMengenai  iperan  iKomisi  iInformasi  iPublik  i(KI) idi iProvinsi  iJawa  iTimur, iberdasarkan  iteori iperan 

idalam itiga  idimensi,  iDimensi  iRegulatory  imenunjukkan  ibahwa  iada  ipencapaian  iyang  isesuai  idengan  

iaturan iyang iada. iHal  iini  iterlihat  idari ipengangkatan  iPPID/PLD  iKI iJatim idan ipelaksanaan  iMONEV  iKI 

iJatim  ikepada ibadan ipublik  isesuai  iperaturan  iKomisi  iInformasi  i(PERKI)  iNo.  i1 itahun i2022. i 

iSementara  iitu,  iDimensi  iEnabling  imenunjukkan  iadanya  ikesesuaian  idan idukungan  idari idalam 

idan iluar iKomisi  iInformasi iJatim  idalam ipelaksanaan iketerbukaan iinformasi. iSelain iitu, iada ikerjasama  

idalam ipemberdayaan imasyarakat idengan ipihak-pihak  iinternal idan  ieksternal, iseperti  idengan iPWI 

i(Persatuan iWartawan iIndonesia)  iJatim, iKetua  iSerikat iMasyarakat iSiber iIndonesia  i(SMSI), iMajelis 

iUlama iIndonesia  i(MUI), iBaznas i(Badan iAmil iZakat iNasional)  iJatim, idan iKamar iDagang iIndonesia  

i(Kadin). i 

i iDalam  iDimensi  iDirect iprovision  iof  igoods iand  iservices  i,  ipencapaian  iterletak  ipada  ikegiatan 

imemberikan  ilayanan  iakses  iinformasi  iyang  imendukung  itugas,  ifungsi,  idan itanggung  ijawab  iKomisi  

iInformasi  i(KI) iJawa  iTimur.  iIni  itermasuk  ipenyediaan  imedia  ikomunikasi  iKI iJatim imelalui  iemail, icall  

iphone, idan ikunjungan  ilangsung  ike  iKI iJatim.  iSelain  iitu,  ipengelolaan  imedia  isosial  isecara  imenyeluruh  idi 

iInstagram, iTwitter,  idan iFacebook  ibertujuan iuntuk  imerespon  ikeluhan idan ilaporan  idari imasyarakat 

itentang  ipelaksanaan  iketerbukaan  iinformasi ipublik  idi iJawa  iTimur.  i 
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